DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementrian Dalam
Negeri, yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,
dan Yayasan TIFA, Panduan Penyelenggaraan Bantuan
Hukum di Daerah, (Jakarta: YLBHI, 2018).

Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT
Remagja Rosdakarya, 1998).

Nasution, Adnan Buyung, Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan
Hukum dan Politik Pembangunan, (Jakarta: LP3ES,
2007)

Rahman, Mufti, Direktur Advokat & Konsultass Hukum Mufti
Rahman dan Rekan, wawancara dengan penulis di
kantornya tanggal 1 Juni 2021.

Suherman, Ade Maman, Pengantar Perbandingan Sstem Hukum,
(Jakarta: RgjaGrafindo Persada, 2012)

Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukumdi Indonesia,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Winarta, Frans Hendra, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia
Bukan Belas Kasihan, (Jakarta: Elex Media Komputindo,
2000)

Y ahman dan Nurtin Tarigan, Peran Advokat Dalam S stem Hukum
Nasional, (Jakartaa PERNADAMEDIA GROUP, Edisi
Pertama, 2019)

Profil Lembaga Bantuan Hukum Mufti Rahman dan Partners, yang
diambil di kantornya padatanggal 10 Juni 2021.



B. Jurnal

Oki Wahju Budijanto, ‘Peningkatan Akses Bantuan Hukum
Kepada Masyarakat Miskin’, (Jurnal Penelitian Hukum
De Jure) ISSN 1410-5632 Voal. 16, No.4 (2016), diunduh
pada 17 Maret 2021.

Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, ‘Optimalisasi
Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces to
Law and Justice Bagi Rakyat Miskin’, Universitas Jendral
Soedirman, (Jurnal Konstitusi) Vol. 15, No.1 (2018),
diunduh pada 17 Maret 2021.

Ni Komang Sutrisni, ‘Tanggung Jawab Negara dan Peranan
Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap
Masyarakat Tidak Mampu’ (Jurnal Advokasi) Vol. 5, No.
2 (2015), diunduh padatanggal 17 Maret 2021.

Angga dan Ridwan Arifin, ‘Penerapan Bantuan Hukum Bagi
Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia’, Universitas
Negeri Semarang, (Diversi Jurnal Hukum) Vol. 4 No. 2
(2018) diunduh pada 19 Maret 2021.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi.

Undang-Undang No. 51 Tahun 2019 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Bantuan Hukum Pada M asayarakat.



Undang-Undang Dasar Republik Indonesua Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas
Manusia.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata
Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana
Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-
Cuma

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

D. Internet

Segjarah Bantuan Hukum di Indonesia,
https://Ibhsembilandel apan.wordpress.com, diakses pada
tanggal 17 Maret 2021, Pukul 20:00 WIB.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Legal _advice, yang diakses pada
tanggal 20 Juni 2021, jam 15:09 WIB.

https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-
advokasi.html, yang diakses pada tanggal 20 Juni 2021,
jam 15:09 WIB.




